
SALINAN 
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 

NOMOR 9 TAHUN 2014 

TENTANG 
PENYEDIAAN RUANG BAGI PEDAGANG KAKI LIMA  

DI PUSAT PERBELANJAAN DAN PUSAT PERKANTORAN 
DI KOTA SURABAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya dalam rangka penataan, pembinaan dan 
pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya, maka 
perlu adanya penyediaan ruang bagi Pedagang Kaki Lima di 
Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran agar terwujud 
lingkungan yang teratur, rapi dan indah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a serta guna mewujudkan kepastian hukum dalam
penyediaan ruang bagi pedagang kaki lima di Pusat Perbelanjaan
dan Pusat Perkantoran, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat
Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya.

Mengingat    :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3214);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3821);

5. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang  Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Nomor 134 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4247);

WALIKOTA SURABAYA
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua 
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4844); 
 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor  67 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4724); 

 
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866); 

 
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011    
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba 

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 90 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4742); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 
2013 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5404); 

 
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern; 
 

14. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor : 53/M-
DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba; 

 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang 

Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 
 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-
DAG/PER/9/2014; 

 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 
Nomor 694); 

 
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 7/E);  



3 

 

 

19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009     
Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 6); 

 
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11); 

 
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan 
Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Surabaya 2010 Nomor 1 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1); 

 
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang 

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan 
Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya 2010 Nomor 7 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 7). 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA 

dan  

WALIKOTA SURABAYA, 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN RUANG BAGI 

PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PERBELANJAAN DAN PUSAT 

PERKANTORAN DI KOTA SURABAYA. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Kota Surabaya. 

 
2. Walikota adalah Walikota Surabaya. 

 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 
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4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah 
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota 
Surabaya. 

 
5. Pelaku usaha adalah setiap orang, badan usaha atau badan 

hukum yang memiliki atau mengelola operasional pusat 
perkantoran atau pusat perbelanjaan. 

 
6. Pusat Perkantoran adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu 

atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun 
horisontal, yang dijual atau disewakan baik sebagian atau 
seluruhnya untuk difungsikan sebagai kantor. 

 
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari 

satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal 
maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku 
usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan 
barang. 

 
8. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah 

pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan 
menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, 
menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan 
dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat 
sementara/tidak menetap. 

 
9. Izin adalah persetujuan tertulis terhadap yang dikeluarkan oleh 

Pejabat/Instansi yang berwenang atas permohonan yang diajukan 
orang/badan menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
10. Satuan ruang bagi Pedagang Kaki Lima adalah ruang yang 

disediakan pelaku usaha bagi Pedagang Kaki Lima.  
 
 

BAB II 
RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut : 
 
a. asas dan tujuan penyediaan ruang bagi PKL di Pusat Perbelanjaan 

dan Pusat Perkantoran di daerah; 
 

b. klasifikasi Pusat Perkantoran dan Pusat Perbelanjaan; 
 

c. persyaratan bagi PKL yang menempati ruang di Pusat 
Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran; 

 

d. jumlah satuan ruang bagi PKL; 
 

e. pembinaan dan pengawasan; 
 

f. kewajiban dan larangan. 
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Pasal 3 
 

Penataan PKL yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini 
dilaksanakan berdasarkan asas : 
 
a. kemanusiaan; 
 

b. keadilan dan kepastian hukum; 
 

c. kemanfaatan; 
 

d. kemitraan; 
 

e. keberlanjutan dan kelestarian lingkungan; 
 

f. persaingan yang sehat. 
 

Pasal 4 
 

Penyediaan Ruang bagi PKL bertujuan untuk : 
 

a. penataan PKL di daerah sehingga dapat meningkatkan 
kesejahteraan dan daya saing PKL sebagai sektor informal menjadi 
sektor formal; 
 

b. membangun kemitraan antara pelaku usaha dengan PKL 
berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan 
usaha di bidang perdagangan; 

 
c. mensinergikan sektor formal dan informal sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
 
 

BAB III 
KLASIFIKASI PUSAT PERKANTORAN DAN  

JENIS PUSAT PERBELANJAAN 
 

Pasal 5 
 

(1) Pelaku Usaha wajib menyediakan satuan ruang bagi PKL. 
 

(2) Pelaku Usaha yang wajib menyediakan satuan ruang bagi PKL 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

 

a. Pelaku Usaha pada Pusat Perkantoran; 
 

b. Pelaku Usaha pada Pusat Perbelanjaan; dan/atau 
 

c. Pelaku Usaha pada gabungan antara Pusat Perkantoran dan 
Pusat Perbelanjaan  

 
Pasal 6 

 
(1) Klasifikasi Pelaku Usaha pada Pusat Perkantoran yang wajib 

menyediakan ruang bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (2) huruf a, adalah semua bangunan perkantoran milik 
swasta dengan memperhatikan kriteria fungsi dan luasan 
bangunan. 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria fungsi dan luasan 
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Walikota. 

 

Pasal 7 
 

(1) Jenis Pusat Perbelanjaan yang wajib menyediakan ruang bagi PKL 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi : 
 

a. Pertokoan; 
 

b. Mall; 
 

c. Plaza; dan 
 

d. Pusat Perdagangan. 
 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan klasifikasi penyediaan 
ruang bagi PKL untuk setiap jenis Pusat Perbelanjaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota. 

 
 

BAB IV 
PERSYARATAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA  

 
Pasal 8 

 
(1) PKL yang dapat menempati ruang yang disediakan oleh Pelaku 

Usaha pada Pusat Perbelanjaan dan/atau Pusat Perkantoran 
terbatas pada PKL makanan dan/atau minuman yang memenuhi 
persyaratan sebagai berikut : 

 
a. memiliki TDU yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang 

ditunjuk; 
 

b. lokasi berjualan berada di area sekitar Pusat Perbelanjaan 
dan/atau Pusat Perkantoran; 

 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penempatan PKL 
pada ruang yang  disediakan oleh Pelaku Usaha pada Pusat 
Perbelanjaan dan/atau Pusat Perkantoran diatur dengan Peraturan 
Walikota. 

 
 

BAB V 
JUMLAH SATUAN RUANG BAGI PKL 

 
Pasal 9 

 

Jumlah satuan ruang yang disediakan oleh Pelaku Usaha pada Pusat 
Perbelanjaan dan/atau Pusat Perkantoran wajib memperhatikan fungsi 
bangunan, luasan bangunan, kriteria dan klasifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7. 
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BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 10 
 

(1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap penyediaan ruang bagi PKL di Pusat 
Perbelanjaan dan/atau Pusat Perkantoran di daerah. 
 

(2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara 
lain berupa : 

 
a. monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan PKL yang 

ditempatkan; 
 

b. pembinaan kemampuan manajerial, produksi dan pemasaran 
yang berguna bagi pengembangan PKL yang ditempatkan pada 
satuan ruang bagi PKL. 

 
(3) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara 

lain berupa : 
 

a. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama PKL 
dengan Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran 
daerah untuk kepentingan peningkatan perekonomian 
masyarakat; 
 

b. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam 
kerjasama PKL dengan pelaku usaha di daerah;  
 

c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk 
menyelesaikan permasalahan sebagai akibat penyediaan 
satuan ruang bagi PKL dan kerjasama PKL dengan pelaku 
usaha di daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

 
 
 

BAB VII 
KEWAJIBAN DAN LARANGAN 

 
Bagian Kesatu 

Kewajiban 
 

Pasal 11 
 

Setiap pelaku usaha pada Pusat Perbelanjaan dan/atau Pusat 
Perkantoran wajib: 

 
a. menyediakan satuan ruang bagi PKL dengan jumlah sesuai 

dengan peruntukan yang ditetapkan luasan dan fungsi bangunan; 
 

b. menjalin kerjasama dengan PKL yang ditempatkan pada satuan 
ruang bagi PKL sesuai data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah; 
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c. membina PKL yang ditempatkan sehingga dapat mewujudkan iklim 
usaha yang kondusif dan saling menguntungkan antar para pihak; 

 

d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha; 
 

e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian 
lingkungan tempat usaha; 
 

f. mengembangan kemampuan wirausaha PKL yang ditempatkan 
sesuai dengan aturan dan arah pengembangan usaha masing-
masing Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran; 
 

g. menyampaikan laporan terkait data PKL yang menempati Pusat 
Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran kepada Pemerintah Daerah, 
setiap terdapat perubahan data PKL. 

 

Bagian Kedua 
Larangan 

 

Pasal 12 
 

Pelaku usaha pada Pusat Perbelanjaan dan/atau Pusat Perkantoran 
dilarang : 
 

a. melakukan tindakan diskriminatif dalam kerjasama PKL yang 
ditempatkan dalam satuan ruang bagi PKL dengan pelaku usaha 
lain dalam satu gedung yang dimiliki atau dikelola oleh pelaku 
usaha; 
 

b. melakukan relokasi satuan ruang bagi PKL tanpa pemberitahuan 
yang layak dan waktu yang cukup bagi PKL yang ditempatkan 
untuk dapat melakukan persiapan pemindahan barang; 
 

c. memutuskan kerjasama dengan PKL secara sepihak, kecuali 
terjadi pelanggaran yang substansial terhadap peraturan 
pengelolaan dan pemakaian satuan ruang bagi PKL dan peraturan-
peraturan yang ada baik perundang-undangan, peraturan umum 
dan ketentuan pidana; 
 

d. menempatkan PKL yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8. 

 
 

BAB VIII 
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Pasal 13 
 

(1) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), 
Pasal 11 dan/atau Pasal 12 dikenakan sanksi administratif. 
 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
  

a. teguran tertulis; 
 

b. penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatan 
bangunan; 

 

c. pembekuan Izin Mendirikan Bangunan;  
 

d. denda administratif paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh 
juta rupiah); 
 

e. pencabutan Izin Mendirikan Bangunan.  
 

f. penyegelan bangunan 
 

g. pembongkaran bangunan 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Walikota. 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 14 

(1) Pelaku usaha yang mengajukan ijin usaha sebelum ditetapkannya 
Peraturan Daerah ini, wajib menyediakan satuan ruang bagi PKL 
sesuai ketentuan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak 
diberlakukannya Peraturan Daerah ini. 

(2) Pelaku usaha yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya 
Peraturan ini dan belum menyediakan satuan ruang bagi PKL, 
wajib menyediakan satuan ruang sebagaimana ketentuan dalam 
Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun 
sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini. 

(3) Penyediaan satuan ruang bagi PKL sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) wajib memperhatikan peraturan perundang-
undangan di bidang bangunan. 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kota Surabaya 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 21 Juli 2014 

WALIKOTA SURABAYA, 

ttd. 

TRI RISMAHARINI 
Diundangakan di Surabaya 
pada tanggal 31 Desember 2014 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

 ttd. 

HENDRO GUNAWAN 

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 9 

Salinan sesuai ………….. 
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NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR 

(NOMOR 9 TAHUN 2014) 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

IRA TURSILOWATI, SH, MH. 
Pembina Tk. I. 

NIP. 19691017 199303 2 006 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 
NOMOR 9 TAHUN 2014  

TENTANG 
PENYEDIAAN RUANG BAGI PEDAGANG KAKI LIMA  

DI PUSAT PERBELANJAAN DAN PUSAT PERKANTORAN 
DI KOTA SURABAYA 

I.  UMUM 

Pertumbuhan atau peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima merupakan 
suatu fenomena yang memiliki korelasi dengan lokasi Pusat Perbelanjaan dan Pusat 
Perkantoran yang berkembang di Kota Surabaya. Pertumbuhan Pedagang Kaki 
Lima yang menempati pinggiran jalan, lahan kosong di sekitar Pusat Perbelanjaan 
dan Pusat Perkantoran, pada akhirnya mengakibatkan permasalahan di bidang 
ketertiban, kenyamanan akses jalan bagi masyarakat umum, serta merusak 
keindahan kota.  Dengan kondisi demikian, pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pusat 
Perkantoran seharusnya memiliki kepedulian untuk ikut berperan dalam menata 
Pedagang Kaki Lima yang berada di sekitarnya dalam bentuk kemitraan yang 
harmonis dan/atau dalam kerangka tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate 
Social Responsibility).  

Bahwa Pedagang Kaki Lima merupakan agen pembangunan ekonomi 
masyarakat pada sektor informal, sehingga dalam rangka penataan, penertiban, 
pemberdayaan tersebut, perlu adanya kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima 
dengan paradigma berbasis kemitraan dengan pendekatan ekonomi dalam bentuk 
penyediaan kesempatan kerja yang luas dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja 
kewirausahaan Pedagang Kaki Lima, serta pendekatan sosial dengan cara 
membangun dan mengembangkan sistem kemitraan antara Pedagang Kaki Lima 
dengan stakeholder terkait dan membangun kepedulian sosial dari Pengelola Pusat 
Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran kepada Pedagang Kaki Lima.  

Sehubungan dengan hal tersebut serta guna mewujudkan kepastian hukum 
dalam penyediaan ruang bagi pedagang kaki lima di Pusat Perbelanjaan dan Pusat 
Perkantoran, perlu adanya pengaturan dalam Peraturan Daerah. 

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Huruf a  : Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah penyediaan ruang 

bagi PKL harus memberikan perlindungan terhadap PKL. 
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Huruf b  : Yang dimaksud dengan asas keadilan dan kepastian hukum adalah 
penyediaan ruang bagi PKL didasarkan pada kriteria dan 
persyaratan yang ditetapkan. 

Huruf c : Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah penyediaan ruang 
bagi PKL dapat memberikan manfaat, baik bagi pengelola Pusat 
Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran, pegawai yang bekerja pada 
Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran, maupun PKL. 

Huruf d : Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah penyediaan ruang 
bagi PKL didasarkan pada prinsip-prinsip kerjasama saling 
menguntungkan dengan tetap memperhatika PKL sebagai unit usaha 
mikro dan/atau usaha kecil. 

Huruf e : Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan dan kelestarian 
lingkungan adalah penyediaan ruang bagi PKL dilangsungkan secara 
terus menerus sampai dengan tujuan penataan lingkungan kota 
dapat terwujud. 

Huruf f : Yang dimaksud dengan asas persaingan yang sehat adalah 
penyediaan ruang bagi PKL diharapkan mampu meningkatkan daya 
saing dan daya jual PKL. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 
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Pasal 14 

ayat (1) Cukup jelas. 

ayat (2) Pelaku Usaha yang belum menyediakan satuan ruang bagi PKL 
meliputi Pelaku Usaha yang sama sekali belum menyediakan satuan 
ruang bagi PKL dan/atau Pelaku Usaha yang telah menyediakan 
satuan ruang bagi PKL namun belum memenuhi ketentuan dalam 
Peraturan Daerah ini.   

ayat (3) Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 9 




